
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Salinan 

PERATURANB11PATIBOJONEOORO 
NOMOR 41 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAJI BUPATI BOJONEOORO 
NOMOR 49 TAHUN 2009 TOTA.NG PEDOMA.N TATA CARA PERHITUNGAN, 
PENGANGGARAN DAI.AM APBD, PENGAJUAN, PEft'YALURAN DAN LAPORAN 

PERTANOOtmQJAWABAN PENOOUNAAN BANTUAN KEUANGA.N KEPADA 
PARTAI POLITIK KABUPATElf BOJONEOORO 

Menimbang 

Mengingat 

DEN GAN RAHIIAT TUH.A!f YANG MAHA E8A 

BUPATIBOJONEGORO, 

a. bahwa dengan adanya perubAhAn Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 83 Tahun 2009, dan perubahan Peraruran 
Menteri Oalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Oalam 
APBO, Pengajuan, Penyaluro.n dan Laporan 
Pertanggungjawaban Pcngunaan Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 26 Tahun 2013, truLka pcrlu dilakukan 
penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur 
mckanisme pcmberian bantuan keuangan kepada Partai 
Politik di Kabupaten Bojonegoro; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro 
Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 
Perhitungan, Penganggaran Oalam APBD, Pengajuan, 
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 
Pengunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politi.le 
Kabupaten Bojonegoro; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Doerah K.abupatcn/Kota Oalarn 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Oiumumkan pada 
tanggaJ 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang 
Keuangan Negara (Lembaran Nega ra Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Rc publik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah yang kedua kaJinya dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik lndoneRia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politi.Jc (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 2, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801 sebagairnana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 
Lcmbaron Negara Rcpublik Jndunt:8ia Nomor 5189); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubHk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah KHbupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
scbagaimana telah diubah dcngan Peraturan Pemerintah 
Nomor 83 Tahun 2012 (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

9. Pcraturan Mented DaJam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Pcnganggaran 
Oalam APBD, Pcngajuan, Penya.Juran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Pengunaan Bantuan Keuangan 
Kepada Partai PoHtik, sebagaimana telah diubah dengan 
Pera tu ran Mentcri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2013; 

10. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tcntang Pembentukan Produk Hukum Dacrah; 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 
2008 tent.ang Urusan Kewenangan Pemerintahan 
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2); 

12. Pcraturan Daerah Kabupatcn Bojonegoro Nomor 3 Tahun 
2008 tent.ang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojoncgoro Tahun 2008 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANO PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATl BOJONEOORO NOMOR 49 TAHUN 
2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHJTUNGAN, 
PENGANOCARAN DALAM APBD, PENOAJUAN, PENYALURAN 
DAN LAPORAN PERTANOOUNGJAWABAN PENOUNAAN 
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN 
BOJONEOORO. 

Pasall 

Bebcrapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata cara Perhitungan, Penganggara n DaJam APBD, 
Pengajuan, PenyaJuran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengunaan Bantuan 
Keuangan Kcpada Partai Politik Kabupaten Bojonegoro (Berita Oaerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 49), diubah sebagai bcrikut: 

I . Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga bcrbunyi sebagai berikut : 

PasaJ9 

(l) Pengurus pa.rtai politik Kabupaten Bojonegoro mengajukan surat 
pcnnohonan bantuan kcuangan partai politik kepada Bupati. 

(2) Surat permohonan sebagaimana climaksud pada ayat ( l) ditanda 
tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan 
mengunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan 
melampirkan kelengkapan administrasi bcrupa: 
a . surat keputusan OPP Partai Politik yang menetapkan susunan 

kepengurusan OPC partai politik tingkat Kabupaten yang 
dilegalisir oleh Kcrua Umwn dan Sekrctaris Jenderal OPP Partai 
Politik atau sebutan lainnya; 

b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan pcrolehan ku.rsi 

dan suara partai politik hasil pernilihan umum DPRD Kabupatcn 
yang dilegalisir Kcrua atau Sekretaris KPU Kabupaten; 

d. nomor rckening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan 
pemyataan pembukaan rckcning dari bank yang bcrsangkutan; 

e. rencana penggunaan dana bantuan kcuangan partai politik 
dengan mcncantumkan bcsaran paling sedikit 60% dari jumlah 
bantuan yang ditcrima untuk pendidikan politik; 
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f. laporan rcalisasi pencrimaan dan pengeluaran bantuan keun.ngan 
yang bersumber dari APBD ta.hun anggaran scbelumnya yang 
tclah diperiksa olch BPK; dan 

g. surat pcmyataan partai politik yang mcnyatakan bersedia 
dituntut sesuai Peraturan Pcrundang-undangan apabila 
mcmberikan kctcrangan yang tidak benar yang ditanda tangani 
Kctua dan Sckrcta.ris OPC atau scbutan lainnya diatas matcrai 
cukup dengan menggunakan kop surat partai politik. 

(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 
daJam rangkap 2 (dua). 

(4) Surat permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya 
disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Bndan Kcsatuan Bangsa, 
Politik dan Pcrlindungan Masyarakat Kabupatcn Bojonegoro. 

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu (1) Pasal yakni Pasal 9A, 
sehingga berbunyi scbagai berikut : 

Pasal9A 

Oalam hal partai politik tidak mcnglljukan permohonan bantunn keuangan 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ta.hun anggaran berjalan, 
bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah tidak dapat diberikan. 

3. Kctcntuan Po.sat 15 diubah, sehingga berbunyi scbagai berikut : 

Pasal 15 

(1) Bantuan kcuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang 
kcgiatan pendidikan politik dan operasional sckretariAt p:u-tai politik. 

(2) Penggunaan untuk pendidikan politik scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima. 

(3) Kegiatan pcndidikan politik sebagaimana dimaksud pado. ayat (2) 
dilaksanakan scsuai dengan Pcraturan Perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pendidikan politik. 

4. Ketentuan Pasal 16 c:tiubah dan ditambah l (satu) ayat, sc:hingga berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 16 

(1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk : 
a. menlngkatkan kcsadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemcgara; 
b. meningkatkan partisipasi politik dan inislatif masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bemcgnra; 
c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun 

karakter bangsa dalam rangka memelihara pcrsatuan dan 
kesatuan bangso.. 
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(2) Pendidikan politik sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) berkaitan 
dengan kegiatan : 
a . pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bemega.r8 

yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka TunggaJ lka, dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga Negara 
Indonesia dalarn membangun etika dan budaya politik; 

c. pengkaderan anggota partai politik secara bcrjenjang dan 
bcrkelanjutan. 

(3) Kegi.atan pend1dlkan politik scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender 
untuk membangun etika budaya poUtik sesuai dengan Pancasila. 

5 . Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pa.sal yailu Pasal 16A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 16A 

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ 
15, antara lain berupa : 
a . seminar; 
b. lokakarya; 
C. dialog interaktif; 
d. sarasehan dan; 
e. workshop. 

6 . Ketentuan PasaJ 19 ayat (3) diubah, schingga berbunyi sebagai berikut : 

PasaJ 19 

(1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban 
penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari 
dana bantuan APBD. 

(2) Laporan pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari : 
a . Rekapitulasi, rcalisasi, penerimaan dan belanja bantuan 

keuangan partai politik dan rincian realisasi bclanja dana 
bantuan keuangan panaJ politik per kcgiatan dan; 

b. Barang inventaris/modal (fisik, barang persediaan habis pakaj 
don pengadaan/penggunaan jasa). 

(3) Format laporan pertanggu_ngjawaban sebagaimana climaksud pada 
ayat (2) diubah scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisakan dari Pcraturan Bupati ini. 
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7. Kclcntuan Pasal 23 diubah. sehingga berbunyi scbagai bcrikut : 

Pasal23 

Panai politik yang melanggar ketentuon sebagaimana dimoksud dalam 
Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan 
keuangan dari APBD daJam tahun berkcnaan sampai laporan diterima 
oleh Bupati. 

8 . Oiantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipknn satu ( 1) Pasal yaitu Pasal 24A, 
sehingga berbunyi scbagai berikut : 

Pasal 24A 

Banruan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di 
DPRD hasil Pemilu Tahun 2014 diberikan berdasarkan Peraturan 
Pcmerintah Nomor 5 Tnhun 2009 sebagaimana telah diubah dcngan 
Peraturan Pemerinlah Nomor 83 Tahun 2012 lcnt.ang Bantuon Keuangan 
Kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD 
Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2014. 

Pasal II 

Peraruran Bupali ini mulai bcrlaku pada tanggaJ diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mcngctahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dcngan pencmpacanya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Bojonegoro. 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 17 September 2013 

BUPATIBOJONEGORO, 

ttd. 

B. SUYOTO 

Diundangkan di Bojonegoro 
pads tangga! 17 September 2013 

SEKRETAR.18 DAER.AB KABUPATEK BOJON'BGORO 

ttd. 

SOEBADI IIOEWOJIIO 

DERITA DAERAB KABUPATEH BOJOHEOORO TAHtJJlf 2013 lfOMOR 41. 

Salinan sesuai dcngnn aslinya 
KABUPATEK BOJOlfEOORO 

~ 
EIIAD~ IOI 

Pembina Utama Modya 
NTP. 19600131 198603 I 008 
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cmbina Utama Madya 
NTP. 19600131 198603 l 008 
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BUPATI BOJONEGORO, 

ttd. 

B. S U YOTO 


